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DASAR HUKUM PARTICIPATING INTEREST (PI) 1.0«

PERMEN ESDM NO.
15 TAHUN 2015
 BUMD dapat menjadi

mitra pemegang Pl
paling banyak 10%
berdasarkan  kelaziman

bisnis (Pasal 11, huruf c);
* Kepemilikan saham
100% dimiliki oleh

negara (pasal 4 ayat 3
huruf e)

)

N

" PERMEN ESDM NO. 37

TAHUN 2016

~

/

BUMD berbentuk Perusahaan
Daerah yang seluruh
kepemilikan sahamnya dimiliki
oleh pemerintah daerah, atau
perseroan terbatas yang paling
sedikit 99% sahamnya dimiliki
oleh pemerintah daerah dan sisa
kepemilikan sahamnya terafiliasi
seluruhnya dengan pemerintah
daerah (pasal 3 huruf a)

Setiap BUMD hanya diberikan
pengelolaan Pl 10% untuk 1

(satu) Wilayah Kerja (Pasal 7
&at 1); J

- KEPMEN ESDM
No.223.K/MG.01

N /MEM/2022 Y

e SKK Migas dan BPMA

usulan tindakan penyelesaian
Qtau sanksi /

melakukan pengawasan dan
pengendalian terhadap
penawaran atau pelaksanaan
Pl 10%.

SKK  Migas atau BPMA
memberikan rekomendasi
kepada  Menteri  berupa

o




RESUME TIMELINE PERCEPATAN PI 1.0«

2014

Ld
28 April
Surat Gubernur Jawa Barat kepada Menteri
ESDM No. 539/1986/Invest&BUMD perihal
permohonan pengelolaan Wilayah Kerja (WK)
Blok Offshore North West Java (ONWJ) di
Wilayah Jawa Barat

14 Desember

Keputusan Gubernur Jawa Barat
No. 539/Kep.1368-
Invest&BUMD/2015 perihal
penetapan PT Migas Hulu Jabar
(MU)J) sebagai pengelola
Participating Interest (P1) dalam
pengelolaan migas pada WK ONWJ

2015
2016

9 November

Surat Gubernur Jawa Barat kepada
Menteri ESDM No.
539/5447/Invest&BUMD perihal
tindaklanjut atas keikutsertaan
BUMD dalam pengelolaan migas
pada WK ONWJ

25 November

PT MU didirikan melalui Perda,
Peraturan Gubernur Jabar,
Keputusan Gubernur Jabar, dan Akta
Pendirian

NWONNNNNNES

30 Desember

Perda Jawa Barat No. 11 tentang
perubahan atas Perda No. 14
Tahun 2013 tentang Pembentukan
BUMD Bidang Migas lingkup
kegiatan Hulu

20 Januari

Keputusan Gubernur Jawa
Barat No. 540/Kep.122-SPI
BUMD/2017 tentang
pengambilan dan
pembagian porsi Pl 10%
pada WK ONWJ

2017

20 Februari

20 Februari

Surat Gubernur Jawa Barat
No. 539/1049/SPI BUMD
perihal penawaran
keikutsertaan pengelolaan Pl
10% WK ONW]J

22 Juni

Kesepakatan bersama
No. 539/75/SPI BUMD
antara Pemprov Jawa
Barat dan Pemprov DKI
Jakarta tentang
pembagian besaran Pl
10% pada WK ONWJ

10 Juli

Surat Gubernur Jawa Barat No.
539/3121/SPI BUMD kepada Kepala SKK
Migas perihal kesepakatan pembagian
besaran Pl 10 % pada WK ONWI

2018

7 Agustus

Rapat strategis dengan
Wakil Menteri ESDM, PJ
gubernur dan Asda Il
terkait arahan atas
pengalihan Pl 10%
kepada BUMD

November
Rapat strategis
dengan Menteri
ESDM dan

KETERANGAN

Dibutuhkan 2 tahun dan 4
Peraturan Daerah untuk
menyesuaikan perubahan
Peraturan terkait Pl 10%

2 tahun untuk menjalin
kesepahaman dengan
Daerah lain.

Surat Gubernur Jawa Barat
No. 539/1048/SPI BUMD
perihal konfirmasi kelanjutan
penawaran Pl 10% kepada
Menteri ESDM

30 Desember

Perda Jawa Barat No. 12 tentang
perubahan atas Perda no. 10
Tahun 2014 tentang Penyertaan
Modal Pemerintah Provinsi Jawa
Barat pada PT MUJ

22 Juni

Kesepakatan
bersama antara PT.
MUIJ dan PT. Jakarta
Propertindo tentang
kepemilikan saham
pada PT. MUJ ONWJ
dalam rangka
kerjasama
pengelolaan Pl 10%
pada WK ONWIJ

23 Juli

Surat Gubernur
Jawa Barat No.
538.3/3103/SPI
BUMD kepada
Menteri ESDM
perihal
percepatan
realisasi Pl 10%
WK ONWI

Gubernur
terkait arahan
atas pengalihan
Pl 10% kepada
BUMD

6 bulan khusus negosiasi
ketat dengan Pemprov DKI
Jakarta

Setelahnya 2 tahun
kemudian Pl 10%
dinikmati oleh Jawa Barat




Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM

No. 37 Tahun 2016

Participating Interest (Pl) 10% adalah besaran maksimal
10% Pl pada KKS yang waijib ditawarkan oleh kontraktor

pada BUMD atau BUMN.
.! Bertujuan untuk meningkatkan peran
(2 serta daerah dan nasional dalam
Eg®
W pengelolaan migas
\.1 ea Kepemilikan saham BUMD dan
! Pl 10% tidak bisa diperjualbelikan
[dialihkan/dijaminkan
BUMD disahkan melalui Perda dan
. orhentuk Perusda (100% Pemda)
I I I I atau Perseroan Terbatas (minimal 99%
Jmms=. Pemda dan sisanya terafiliasi dengan
Pemda)
ags BUMD khusus mengelola Pl 10%,
°r%° dan satu BUMD hanya mengelola
satu Pl 10%
JRecea JAKARTA BEKASI KARAWANG
Jr' SUBANG INORAMAYU
0 20 40 Km BOADR

Kontrak baru WK ONWJ dimulai pada
19 Januari 2017

~_ PI10% —

SKEMA KERJA SAMA BUMD
i KN

BUMD 3% Kontraktor

1. Gubernur mengkoordinir, menyiapkan dan
menunjuk BUMD penerima penawaran Pl 10%

2. Kontraktor membiayai terlebih dahulu besaran
kewajiban BUMD

3. Pengembalian pembiayaan kepada Kontraktor
dilakukan tiap tahun tanpa bunga dari hasil
produksi bagian BUMD dengan tetap menjamin
penerimaan bagi hasil untuk BUMD

Pemerintah Daerah

SKEMA KERJA SAMA BUMN

1
«— =
i |

BUMN Kontraktor

1. Bila BUMD tidak menyatakan minat, Kontraktor
wajib menawarkan Pl 10% kepada BUMN

2. BUMN membiayai sendiri besaran kewajiban
sesuai kelaziman bisnis

%% JAWA BARAT

PI WILAYAH KERJA OFFSHORE NORTH WEST JAVA

(WK—ONwWJT
T Migas Hulu Jabar (MUJ) telah berhasil menjadi BUMD pelopor dan implementator

pertama di Indonesia untuk mendapatkan hak Pl sesuai Permen ESDM 37/2016
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STRATEGI PENGELOLAAN PI 10%Z .....(1)

U Dividen kepada Pemegang Saham (Pemerintah Provinsi SETORAN DIVIDEN
Jawa Barat) untuk PAD dari kekayaan daerah yang 120
dipisahkan S
g 5 +82%

Kontribusi Deviden PT MU)J terhadap PAD s.d T.B. 2022 é:" 100

£
Bahwa berdasarkan hasil RUPS  sehingga  total  kontribusi §
Tahun Buku 2022, Deviden yang  deviden BUMD terhadap PAD 80
sudah disetorkan pada tahun  sampai dengan Tahun 2022
buku 2022 sebesar adalah sebesar

e oee . +26%
Rp 105 Miliar Rp 284,2 Miliar
+19%
. +49%
Penyertaan Modal kepada PT Migas Utama Jabar 40
Berdasarkan Proporsi Modal/Saham sesuai dengan Perda,
Total Realisasi Penyertaan Modal pada PT Migas Utama
Jabar sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar 20
Rp 35 Miliar
0

Adapun sisa porsi saham yang dapat dipenuhi oleh 2019 2020 2021 2022 2023

Pemprov sebesar Rp 105 Miliar




STRATEGI PENGELOLAAN PI 10% ., — ™=

v
GUBERNUR JAWA BARAT
GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2022 PERATURAN DAERAH PROVINS] JAWA BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2022

U Mendorong transformasi PT Migas s s o s

DAN GAS BUMI LINGKUP KEGIATAN USAHA HULU MERJADI PERU; PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT KEPADA

Hul o . Migas Hulu Jabar Migas Utama Jabar PSR B DA ) SRR T S
(V) LV abar menjaal igas PENGAN RAHMAT TURAK YAKG M ESA DENGAN RAHMAT TUFHAN YANG MANA BSA
id h Bidang Usaha: (helding GUBERNUR JAWA BARAT, GUBERNUR JAWA BARAT,
Bi ang Usaha: Menimiwng : . balwa badan nmbe milik dacreh PT. Migan Hulu Jabar Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah

. BUMD g didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Pr
= liril s ovinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan
' . - energi) Barat Nomor 14 Tahun 2013 scbagaimana telah diubah . o .
Uta mq a ba r Seba ga | . Eksplor05| & Produksi 9 dengan Peraturan Daera rovies Jawa Bt Nomor 11 ootk Hularm Badan Usaha' Mille Decrah Bidang Misyak dasi

Gas Bumi Lingkup Kegiatan Usaha Hulu Menjadi Perusahaan

- tentang_ Perubahan atas Peraturan Daerah
M + Hulu MIgClS Nomor 14 Tasum 2013, perta dilakukan Perseroan Daerah Dengan Nama Perscroan Terbatas Migas Utama
o o o igas ot Nomor 14 Tohun 2013 pery dilalbon Jebee. Pormmrnl; Pt R Por D, i
H o I d I ng E nerg I me I a I u I Perd a * Hilir Migcls Undang Nemor 23 Tahun 2014 tcntang :‘?n;\:nnar:}h‘oda{j?:m;::ml\ Daerah Provini Jawa Barat kepada
. 1 1 :mmm‘hln Dacrah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 igas Utama Jabar (Perseroda);
Jasa Penun|ang G Tabnin 2017 tentang Badan Usaha Ml Docrab; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
+ EBTKE . bl apess o e e el
. ° Modal Dasar: e et <

N 3 202 2 n n ety b B o U 5 T tanonlang Wemor 1T e 1550 tentmig it
l l el . ‘ l I .‘ I ‘ ' e . Aﬂ- dan sumber daya mineral, dilakukan peninglatan kapasitas Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal
o. a r c Is Is y g Rp 50 Miliar Pertambangcm & Mineral e P 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950
) Peruaban benaiic b penssahian menjadh. persanaan tentang  Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran  Negara
* Jasa Penunjang ESDM Ferscroun daceah,  pemgeiangan  kegatan  tsaba  dan Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambanan
= d h k b peningkatan modal dasar, serta periu dilakulan penyelarasan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana
Foma pemseronn scouai ketentuan peratumn | porundang. telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang
sesudl dengan daran perkambangan Perubahan Modal Dasar: —— Noror 39 Taan 2007 st Pemcivapi. oo
< bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Rp. 140 Miliar dalam huruf & dan buruf b, perlu menctapkan Peraturan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
. . H [ Dacrah tentang. Perubanan Bentuk Rk Bacn Usana Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Is n I s en er I a a m era n a Milik Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi Lingkup Indonesia Nor dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
Kegiatan Usaha Hulu Menjadi Perusahaan Perseroan 2000 tent: ukan Provinsi Banten (Lembaran Negara
4 Daerah Dengan Nama Perscroan Terbatas Migas Utama Republik Fahun 2000 Nomor 182, Tambahan

Jabar (Perscrodal; Lembaran epublik Indonesia Nomor 4010);

1. Pasal 18 ayat (6] Undang-Undang Dasar Negara Republik

sebagai BUMD holding bisnis energi e I

ang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 415), scbagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Undang Undang  Nomor 1 Tahun 2004 ftentang

I3 g
PT MUJ PT MUJ PT MUJ SR “memas bk woce paca Apikasi NDE Pemennian Daeran Prov e Jawa Barat
(PT Migas Hulu Jabar) (PT Migas Hulu Jabar) (FT Migas Utama Jahar) 2 PROGRAM KERJA BISNIS
Perda Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Perda Nomor 10 Tahun 2014 Perda 3 Tahun 2022 tentang Perubahan RB 2024-2028
Pembentukan BUMD Bidang Minyak Tentang Penyertaan modal Bfentuk Hu.kum Badan Usaha Milik !?aerah 'NO  ENTITAS KEGIATAN USAHA : :
dan Gas Bumi Lingkup Kegiatan Usaha Pemerintah Provinsi Jawa Barat Bidang Minyak dan Gas Bumi Lm:kup RB 2019-2023 1 MuJ -Pengelolaan WK ONWJ (Pl -Upaya mempertahankan
Hulu pada PT. Migas Hulu Jabar Kegiatan Usaha Hulu menjadi Pertisahaan ONWJ  10%) yang lebih Pro-Aktif & meningkatkan laju
* Mengusahakan potensi « Komposisi saham Pemprov 70% Perseroan Daerah dengan Nama Perseroan _ dalam rangka transfer produksi
Sumberdaya alam minyak & gas adalah Rp. 35M Terbatas Migas Utama Jabar (Perseroda) 1 MUJONWJ Pengelolaan WK Pengalihan Pl Tahun 2019, knowledge -Meningkatkan pendapatan
bumi di daerah & mengoptimalkan Modal DZ.sar dapat ditingkatkan 2 Kaglatad deeln BUMD bareerk di bidig i o i, il éKo’c;\borGSI ke%\c/’;z%TJSL memltcj;’lkigfmn ?r:gef!:’ i
* 1 i an 1al an olen atiliasi
eluang pengusahaan pada kegiatan aling tinggi 2 T P ¢ eretgll dan swber idwys nipeial yang 2 ENM +  Engineering, DRUPS, Rig et et dokean Progie. T
p g P ! ! » paling tingg » mencakup kegiatan usaha dalam bidang Procurement, Compressor Migas WK ONW.J yang akan
usaha hulu minyak dan gas bumi Perda Nomor 12 Tahun 2016 hilir minyak dan gas bumi, energi Construction Piping, Support Facility Dan dilakukan oleh Afiliasi MUJ
* Komposisi saham Pemprov Jabar Tentang Perubahan Kesatu Perda terbarukan, ketenagalistrikan, dan mineral (EPO) EPC lainnya Grup
70% dari modal dasar SOM No. 10 Th. 2014 Tentang dan batubara berikut Kegiatan Jasa « Keagenan LPG 3 lokasi dari 14 lokasi yang 2 ENM Jasa Pehunjang JasaKonstroksl
Perda Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Pemprov Jabar Penunjangnya dengan bentuk Perseroan. Subsidi (3 Kg) direncanakan = Migas e e
Penyertaan modal Pemerintah pada Migas Hulu Jabar  Perubahan Modal Dasar ditetapkan - Ketengalistrikan & EBT  Pengadoan
Provinsi Jawa Barat pada PT. Migas * Perubahan Porsi Kepemilikan menjadi Rp. 140M 3 MU « KSO Lapongan KSO Pabuaran, - Pertambangan
Hulu Jabar Pemprov Jabar menjadi 100% * Sisa Pemenuhan Modal Rp. 105 M dengan Migas - 3 MU KSO Lapangan Migas KSO Pabuaran, KSO
* Komposisi saham Pemprov 70% * Sisa pemenuhan Modal Dasar tahapan: « Jasa Konsulton Konsultan P, G&G Lainnya
adalah Rp. 35M 15M 1. 2023:Rp.30M « Distribusi Gas Reaktivasi CNG Pasir Jadi Distribusi Gas Scale up volume CNG
* Modal Dasar dapat ditingkatkan 2. 2024:Rp.35M (CNG, LNG) LNG
paling tinggi 2 T 3. 2025:Rp.40M +  Pembangkit Kerjasama PLTM Gos Pipa
(PLTM, PLTS) Cirompang

EBTKE don Ketenagalistrikan PLTM
¢ EV&EV Charging Sewa EV (8 unit), (PLTM, PLTS, Lainnya) PLTS
Sumber EBT Lainnya

+ Mineral Jasa pertambangan
Batuan
EV & EV Charging Fase Scale up EV & EVC
Mineral Pertambangan Md&ral &
Batuan




STRATEGI PENGELOLAAN PI 10% . | Qe

ONWJ

U Mendorong Pengembangan Bisnis Non Pl dan Pertumbuhan : ‘% MUJ — a\\;w
Perusahaan

- <O

PT MU ENERG INDONESIA

Minyak & Gas Bumi + Pengadaan Gas Compressor
+Konstruksi 'Rip Eg1SeME : ces
Non Konstruksi [ len:h:ml‘_igah _—
- 1 4 ul
-Pengadaan 1 KOMPOSISI PENDAPATAN PT MUJ
Ketenagalistrikan + Operasi & Pemeliharaan 100%
PLTM

*Pembangunan & Pemasangan  Penyediaan Sistem Panel &
+Operasi & Pemeliharaan Instrumen 80%

Jasa Penunjang Mineral & Batuan Pengangkutan dan Penjual 60%

Energi & Sumber Batuan di Jawa Barat

Daya Mineral ~Ussha Jaza Pertambangan Jasa Penyediaan Stone
*Pengangkutan & Penjualan Crusher 40%

Jasa Hauling
EBTKE b Pengeboran Geomenal 20%
+Panas Bumi ';f'-?sb‘a e
«Aneka EBT 0%
«Infrastruktur EBT
= 1 2021 2022 Prognosa 2023
mPl mnonPI
& Rencana Bisnis
T MUJ ENERGI INDONESIA Fokus Rencana Bisnis Perusahaan TREN PENDAPATAN NON PI
350

‘ 300
| B 4 < 250
LN ! i | i?® i S 200
150
Sasaran Usaha Sasaran Usaha Sasaran Usaha EBTKE 100

CJ o s @ e
50

*  Meningkatkan paner KLES dan SPKLU
f /\ . I:-Ymmmmlm

«  Manjalankan KSO MUJI-TGR Cirompang

Bidang Usaha:

2019 2020 2021 2022 prognosa
2023

v -
-




CATATAN

Pendapatan Pl merupakan salah satu sumber pendapatan
yang diandalkan oleh Pemerintah Pemerintah Provinsi Jawa
Barat dalam pembiayaan pembangunan

Sumber minyak yang menjadi sumber Pl adalah sumur —
sumur tua/marjinal yang secara umur produksi menurun
sehingga untuk mempertahankan produksi diperlukan
investasi yang besar yang dapat mempengaruhi pendapatan
P

Daya tawar penerima Pl yang lemah dihadapan kontraktor
pemegang WK khususnya dalam penyusunan rencana kerja
(terkait penyusunan proyeksi dan beban), sehingga BUMD
penerima Pl tidak dapat ikut menentukan proyeksi dan
realisasi besaran penerimaan dari WK kontraktor
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